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Skripsi yang berjudul “Legal Standing bagi Warga Negara Asing sebagai 
Pemohon Pengujian Undang-Undang di Depan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Berdasarkan Asas National Treatment” merupakan penelitan hukum (legal 
research) yang disusun oleh Penulis sebagai maksud untuk mengemukakan pendapat 
Penulis mengenai permasalahan apakah asas national treatment dalam hukum 
internasional dapat menjadi dasar legal standing warga negara asing (WNA) di 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), meskipun pada saat yang 
bersamaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(UU MKRI) membatasi legal standing hanya untuk warga negara Indonesia (WNI). 
Di dalam praktik internasional, penyebutan-penyebutan national treatment 
secara eksplisit pada dasarnya lebih banyak ditemui atau dikenal sebagai prinsip yang 
berasal dari ahli hukum dan diplomat Argentina, Carlos Calvo. Terlebih lagi di dalam 
hukum perdagangan dunia karena pada perkembangannya, national treatment telah 
ditetapkan sebagai prinsip di dalam hukum perdagangan dunia yang dinaungi oleh 
WTO. Bahkan menjadi salah satu prinsip sentral karena tercantum hampir di semua 
bidang inti perjanjian WTO, seperti GATT, GATS, TRIPs, dan TRIMs. 
Tetapi, meskipun national treatment telah berkembang dari rezim hukum yang 
berbeda-beda pada hakikatnya hal tersebut mengambil manfaat dari prinsip hukum 
internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing, yang mana 
mengatakan bahwa dalam hal suatu negara bersedia menerima keberadaan WNA 
masuk ke dalam wilayahnya, maka WNA tersebut harus diperlakukan sama seperti 
warga negaranya sendiri, kecuali pada hal-hal tertentu yang menyangkut hak-hak 
warga negara yang eksklusif, seperti misalnya hak-hak politik, dimana WNA tidak 
bisa turut serta dalam suatu pemilihan umum, turut serta dalam pemerintahan, turut 
serta dalam pertahanan negara, memiliki hak atas tanah, dll. Inilah prinsip hukum 
internasional tersebut yang merupakan asas national treatment. 
Adapun bentuk perlindungan dari hukum internasional bagi WNA di dalam 
sebuah negara yang mengalami kerugian terhadap hak-haknya karena tidak 
diperlakukan sama seperti warga negara, yaitu dengan perlindungan diplomatik, yang 
didasari pada prinsip dimana setiap negara berkewajiban untuk melindungi warganya 
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dan berhak menuntut negara lain yang telah merugikan hak-hak warganya di negara 
tersebut. 
Dalam kaitannya pada hal tersebut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika (Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007), terdapat para Pemohon 
WNA yang permohonannya oleh MKRI diputuskan tidak diterima karena dianggap 
tidak memiliki legal standing sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) 
huruf a UU MKRI bahwa hanya WNI saja yang dapat memiliki legal standing. 
Padahal, pada saat yang bersamaan para Pemohon WNA tersebut sedang berupaya 
untuk mempertahankan haknya yang sangat fundamental, yaitu hak untuk hidup (right 
to life) yang telah dirugikan selagi keberadaannya di Indonesia. 
Penulis berpendapat bahwa ketika permohonan pengujian konstitusionalitas 
undang-undang di MKRI melibatkan WNA sebagai pemohon, maka dalam hal 
tersebut kasusnya adalah kasuistik. Artinya, MKRI harus melihat terlebih dahulu 
bagaimana substansi permohonannya. Jika yang dipersoalkan oleh para pemohon 
WNA adalah tidak menyangkut hak eksklusif WNI, maka seharusnya dalam hal-hal 
tersebut MKRI perlu untuk menggunakan asas national treatment sebagai dasar 
pertimbangan untuk memberikan WNA legal standing untuk bertindak sebagai 
pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang di MKRI. Disamping itu, Pada 
hakikatnya, secara substansial, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI memiliki makna 
bahwa diutamakannya pemohon WNI adalah karena hak konstitusional yang 
dilindungi adalah citizen rights. Oleh karena itu, secara ekstensif, jika yang dilindungi 
dalam konstitusi adalah hak asasi manusia, maka setiap orang, dapat, seyogianya, 
bertindak sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang, termasuk 
WNA. Karena hak asasi manusia tidak mengenal pembedaan berdasarkan status 
kewarganegaraan. Disamping itu, MKRI seharusnya tetap dapat menggunakan asas 
national treatment yang adalah hukum internasional tersebut, meskipun asas national 
treatment tersebut belum ditransformasikan menjadi hukum positif di negara 
Indonesia. Dalam hal ini, untuk menggunakan asas national treatment yang adalah 
hukum internasional tersebut, maka MKRI dapat melakukannya dengan melalui 
teknik inkorporasi. Berdasarkan hal ini, Penulis berpendapat bahwa seharusnya asas 
	 vi	
	
national treatment berlaku sebagai dasar legal standing bagi para Pemohon WNA 
dalam Perkara No. 2-3/PUU-V/2007.  
Dalam keadaan apabila MKRI menolak untuk menggunakan asas national 
treatment sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan akses bagi WNA 
melakukan upaya hukum di MKRI, maka implikasinya adalah negara Indonesia 
dalam hal ini beresiko menghadapi kasus denial of justice. Karena dengan ditutupnya 
akses tersebut, negara dianggap telah menutup kesempatan bagi WNA untuk dapat 
menempuh setiap upaya hukum efektif yang tersedia dalam upayanya untuk 
melindungi atau mempertahankan haknya yang telah dirugikan. Apabila hal ini 
terjadi, maka dengan terjadinya denial of justice tersebut, negara kebangsaan dari 
WNA tersebut berhak untuk campur tangan terhadap kasus warganya, dimana dengan 
hal tersebut Indonesia dalam hal ini kemungkinan dapat diminta bertanggung jawab 
oleh negara kebangsaan dari WNA tersebut. 
 
 
Salatiga, 19 Mei 2016 
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Asas national treatment merupakan prinsip di dalam hukum kebiasaan internasional 
yang mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing di dalam sebuah negara. 
Prinsip ini mengatakan bahwa ketika negara bersedia menerima warga negara asing 
(WNA) masuk ke dalam wilayahnya, maka WNA tersebut harus diperlakukan sama 
seperti warga negara sendiri. Tetapi, bukan berarti diperlakukan sama dalam semua 
hal. Pada hal-hal tertentu pembedaan perlakuan kepada WNA tidak dilarang oleh 
hukum internasional, yaitu ketika menyangkut hak-hak warga negara yang eksklusif. 
Adanya asas national treatment ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh MKRI 
sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan WNA legal standing untuk bertindak 
sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang. Dan untuk 
menggunakan asas national treatment yang adalah international law tersebut dapat 
dilakukan MKRI dengan teknik inkorporasi, dimana asas national treatment tersebut 
bisa langsung digunakan oleh MKRI meskipun tidak ditransformasikan menjadi 
hukum positif di Indonesia. Apabila asas national treatment tidak bisa dimanfaatkan 
sebagai dasar legal standing WNA, maka dalam hal ini Indonesia beresiko 
menghadapi kasus denial of justice yang mana dapat memicu timbulnya implikasi 
yuridis berkenaan dengan isu tanggung jawab internasional dimana Indonesia 
kemungkinan dapat diminta bertanggung jawab oleh negara kebangsaan dari WNA 
yang haknya telah dirugikan selagi keberadaannya di Indonesia. 
 
Kata kunci: Asas national treatment, prinsip hukum kebiasaan internasional, WNA, 
MKRI, legal standing, teknik inkorporasi, denial of justice, tanggung jawab 
internasional. 
 
